
3. Undang-Undang ... / 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3888); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, tentang 

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang 

Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4346); 

Mengingat: 

Menimbang: a. bahwa pembangunan daerah memerlukan upaya bersama, 

sehingga diperlukan upaya yang dapat menggerakkan 

masyarakat agar berdaya untuk secara bersama-sarna 

bekerja dan terlibat aktif dalam pembangunan di 

daerahnya guna mencapai tujuan bersama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Samosir tentang Gerakan Gotong royong hari Jumat di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir; 

BUPATI SAMOSIR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GERAKAN GOTONG ROYONG HARi JUMAT 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SAMOSIR 

NOMOR 33 TAHUN 2019 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 
TAHUN 2019 NOMOR ~; SERIF NOMOR rfri 

• 

• 



3. Pemerintah Daerah ... / 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. 

2. Pemerin tah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

urusan Pemerin tah oleh Pemerin tah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 1 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

SAMOSIR TENTANG GERAKAN 

HARi JUMAT DI LINGKUNGAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 

GOTONG ROYONG 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 

2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28); 

• 

• 



• 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah. 

5. Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan Perangkat 

Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan, Desa dan Kelurahan . 

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat • 
Daerah. 

7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Samosir 

8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerin tahan Desa. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat 

Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Samosir. 

11. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Samosir. 

12. Gotong royong adalah kegiatan kerja sama dalam berbagai 

bidang yang diarahkan pada penguatan persatuan dan 

kesatuan serta peningkatan peran aktif dalam 

pembangunan. 

13. Gotong royong hari Jumat adalah gotong royong yang 

dilaksanakan pada hari Jumat setiap minggu di 

Lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir. 

• 

BAB 11 ... / 



Pasal 6 ... / 

Pasal 4 
(1) Pelaksana Gotong Royong Hari Jumat adalah setiap 

pegawai yang diperintahkan oleh Kepala Organisasi 

Perangkat Daerah dengan jumlah peserta maksimal 5 

orang per lokasi. 

(2) Setiap peserta gotong royong dengan surat penugasan, 

diwajibkan membawa peralatan gotong royong. 

Pasal 5 
(1) Pelaksanaan gotong royong sebagaimana djmaksud dalam 

Pasal 4 adalah hari jumat setelah pelaksanaan senam pagi 

sampai dengan maksimal Pukul 13:00 WIB yang dihitung 

dalam e-kinerja. 

(2) Apabila pelaksanaan gotong royong melebihi batas waktu 

maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

• 

BAB Ill 

RUANO LINGKUP GOTONG ROYONG/ JUMAT BERSIH 

Pasal 3 
Ruang lingkup pelaksanaan gotong royong hari Jumat adalah: 

a. Pelaksanaan; 

b. Pembentukan Tim Pengawas/ Monitoring; 

c. Evaluasi; 

d. Pelaporan; 

e. Penilaian;dan 

f. Pendanaan; 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Gotong royong adalah cara bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama dalam mendukung kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

(2) Gotong royong bertujuan untuk meringankan beban 

pekerjaan yang harus ditanggung, menumbuhkan sikap 

sukarela, tolong menolong, kebersamaan, kekeluargaan 

serta meningkatkan rasa persatuan clan kesatuan. 



BAB IV ... / 

Pasal 9 
Go tong Royong/ Jumat Bersih yang dilaksanakan di Desa dan 

Kelurahan adalah membersihkan lingkungan Kantor Desa dan 

kelurahan serta lokasi-lokasi yang dipandang perlu untuk 

dibersihkan sesuai dengan batas-batas Desa dan Kelurahan. 

Pasal 8 
Gotong Royong Hari Jumat yang dilaksanakan di Kecamatan 

adalah membersihkan lingkungan Kantor Kecamatan dan 

lokasi-lokasi yang dipandang perlu untuk dibersihkan sesuai 

dengan batas-batas Kecamatan. 

• 

Pasal 7 
(1) Jenis bibit pohon yang ditanam adalah pohon/ tanaman 

keras, tanaman endemik: dan produktif sesuai dengan 

kondisi lahan yang akan ditanami. 

(2) Ketersediaan pupuk dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. 

(3) Penyediaan bibit pohon dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup. 

(4) Pemeliharaan terhadap pohon yang telah ditanam 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing . 

• 

daerah wisata di Kabupaten Samosir yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bersama antara Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;dan 

penanaman bibit pohon/ Penghijauan yang dilaksanakan 

di daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup . 

d. 

. . masmg-masmg 

Perangkat Daerah; 

b. membersihkan dan menata taman 

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan; 

c. penanaman bibit pohon/Penghijauan yang dilaksanakan di 

Pasal 6 
Gotong Royong dilaksanakan Perangkat Daerah pada Hari 

Jumat setiap minggu adalah: 
. . masmg-masmg Kantor lingkungan a. membersihkan 



berlaku. 

• 

pada ayat (1) 

peraturan yang 

sebagaimana dimaksud 

secara berkala sesuai 

Pasal 14 
( 1) Pelaporan pelaksanaan gotong royong dilakukan secara 

berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai 

dengan tingkat Kabupaten . 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bentuk Kegiatan; 

b. Tujuan dan Sasaran Kegiatan; 

c. Frekuensi Kegiatan; 

d. Peserta Kegiatan; 

e. Sarana dan Prasarana yang dipergunakan;dan 

f. Kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan 

masalah. 

Pela po ran 

dilalakukan 

(3) 

Pasal 13 
Kepala Desa dan Lurah melakukan monitoring pelaksanaan 

gotong royong di Desa/Kekurahan dan melaporkan hasilnya 

kepada Camat. 

Pasal 12 
Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring pelaksanaan 

gotong royong hari jumat serta melaporkannya kepada 

Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. • 

Pasal 11 
Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati melakukan monitoring 

dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan gotong royong dan 

penanaman pohon kepada Bupati Samosir. 

Pasal 10 
Tim Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan pada pelaksanaan 

kegiatan gotong royong hari Jumat ditetapkan oleh Bupati 

Samosir. 

BAB IV 

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

BAB V ... / 



Ditetapkan di Pangururan 

pada tanggal 12 Agustus 2019 

BUPATl;. SAMOSIR, 

Cap/Dto 
RAPIDIN SIMBOLON Diundangkan di Pangururan 

pada tanggal \a.. ~i1.a\n 2019 
SEKRETARIS DAERAH, 

Drs. JAB!~. M.Hum 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19631212 199003 1 007 
DERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 
TAHON 2019 NOMOR 3~ SERIF NOMOR ~f& 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Samosir. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 
Bagi pegawai yang tidak melaksanakan/mengindahkan 

peraturan ini, akan dikenakan san ksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

PENDANAAN 

Pasal 17 
Segala pendanaan yang berkaitan dengan persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan gotong royong hari Jumat bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta bantuan 

dari pihak lain yang tidak mengikat. 

Pasal 16 
Penilaian kebersihan pada Oesa dan Kelurahan ditetapkan oleh 

Camat. 

BABV 

PENILAIAN 

Pasal 15 
Penilaian kebersihan kantor dan penataan taman yang 

diperlombakan ditetapkan oleh Bupati. 

• 

• 


